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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata

dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian Ketenagakerjaan;

b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang

tersebar di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu

membangun kerja sama pengelolaan dokumen dan

informasi hukum secara terintegrasi;

c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan

struktur organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan,

perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2014

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
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menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 82);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis

Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 213);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas

dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan

berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian

pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat,

mudah, dan cepat.

2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa

peraturan perundang-undangan atau produk hukum

selain peraturan perundang-undangan yang meliputi

namun tidak terbatas pada putusan pengadilan,

yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum,

buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum,

naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-

undangan.

3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan

mengenai dokumen hukum.

4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut

Pusat JDIH adalah Biro Hukum Kementerian

Ketenagakerjaan yang mengkoordinasikan pengelolaan

JDIH.

5. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut

Anggota JDIH adalah unit kerja di lingkungan Eselon I

Kementerian Ketenagakerjaan yang membidangi hukum

dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

unit kerja lain yang menangani pengelolaan dokumentasi

dan informasi hukum.

6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah

kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen
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hukum.

7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

(1) JDIH terdiri atas:

a. Pusat JDIH; dan

b. Anggota JDIH.

(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

yaitu Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, yaitu:

a. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas;

b. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja;

c. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja;

d. Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja;

e. Bagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal;

f. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber

Daya Informatika, Pusat Data dan Informasi
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